
 
 

 
 

 
BUPATI NIAS UTARA 

PROVINSI SUMATERA UTARA 
 

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA 
NOMOR 39 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 
RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT  

KELAS D PRATAMA KABUPATEN NIAS UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022-2026 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI NIAS UTARA, 

 
Menimbang  :  a. bahwa agar perencanaan program strategis Badan Layanan 

Umum Derah (BLUD) dapat tercapai, perlu disusun rencana 
strategis BLUD yang menetapkan prioritas program dan 
kegiatan pembangunan selama 5 (lima) Tahun untuk 
memberikan landasan kebijakan strategis dalam rangka 
pencapaian Visi, Misi dan Kegiatan Pembangunan sesuai tugas 
dan fungsi UPTD Rumah Sakit kelas D Pratama Kabupaten 
Nias Utara yang dapat dipertanggungjawabkan; 

b. bahwa salah satu persyaratan administratif penerapan sistem 
Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Pasal 36 huruf c 
dan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah adalah Renstra 
yang merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun 
untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan 
mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan 
menggunakan teknik analisis bisnis, serta ditetapkan melalui 
Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Paraturan 
Bupati Nias Utara tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama Kabupaten Nias 
Utara Tahun Anggaran 2022-2026; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
 



2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5607); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

 
 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar 
Pelayanan Minimal; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang 
Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 751), sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 887); 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475); 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang 
Kode Etik dan Hukum Rumah Sakit (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1291); 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang 
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias 
Utara Tahun 2012 Nomor 3 seri C); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 8 Tahun 2013 
tentang Sistem Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias 
Utara Tahun 2013 Nomor 8); 

 
 



23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 
2016 Nomor 2); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Nias Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Nias 
Utara Tahun 2016 Nomor 7); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Nias Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Utara Tahun 2021 Nomor 5); 

26. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Rumah Sakit Kelas D 
Pratama Kabupaten Nias Utara (Berita Daerah Kabupaten Nias 
Utara Tahun 2018 Nomor 52) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 15 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 52 
Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah 
Rumah Sakit Kelas D Pratama Kabupaten Nias Utara (Berita 
Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2020 Nomor 62); 

27. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 51 Tahun 2021 tentang 
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten 
Nias Utara Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nias 
Utara Tahun 2021 Nomor 152); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG RENCANA 
STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT 
KELAS D PRATAMA KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN ANGGARAN 
2022-2026. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  
1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelengaraan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Nias Utara.  

3. Bupati adalah Bupati Nias Utara.  
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias 

Utara.  
5. UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama Kabupaten Nias Utara 

yang selanjutnya disebut RS Pratama Nias Utara adalah 
Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah Kabupaten Nias 
Utara yang menerapkan Pola Pengeloaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah.  



6. Direktur adalah Direktur RS Pratama Nias Utara.  
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana 
teknis dinas/badan daerah di Kabupaten Nias Utara dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai 
pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada 
umumnya, serta mempunyai tugas dan fungsi memberi 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan 
jasa yang dijual tanpa mengutamakan/mencari keuntungan 
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip 
efisiensi, efektifitas dan produktivitas.  

8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah 
dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan. 

9. Standar Pelayanan Minimal atau disingkat SPM adalah 
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang 
merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap 
warga secara minimal.  

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
perintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan 
daerah. 

 
BAB II 

RENCANA STRATEGIS 
 

Pasal 2 
 

(1) Rencana Strategis merupakan rencana strategis lima tahunan 
berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Nias Utara. 

(2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mencakup antara pernyataan visi, misi, program strategis, dan 
pengukuran pencapaian kinerja dari BLUD-RSUD. 

(3) Rencana strategis lima tahunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan gambaran program lima tahunan, 
pembiayaan lima tahunan, penanggungjawab program dan 
prosedur pelaksanaan program. 

(4) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat suatu 
gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang 
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. 

(5) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat sesuatu 
yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang 
ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan 
berhasil dengan baik. 

(6) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi 
pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 
(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan 
potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. 



(7) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) memuat pengukuran yang dilakukan dengan 
menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan 
dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan 
eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun 
berjalan. 

 
Pasal 3 

 
(1) Rencana strategis dan rencana implementasi lima tahunan 

dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis dan 
Anggaran (RBA) dan evaluasi kinerja. 

(2) Rencana Strategi RS Pratama Nias Utara sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
 

BAB III 
PENUTUP 

 
Pasal 4 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Nias Utara. 
 

 Ditetapkan di Lotu 
 pada tanggal 1 September 2022 
 
 BUPATI NIAS UTARA, 
 
 ttd. 
 
 
 AMIZARO WARUWU 
 
 
Diundangkan di Lotu 
pada tanggal 1 September 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA, 
 

ttd. 
 
 
BAZATULO ZEBUA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 191. 
 
 


